
BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU  RAYA
NOMOR  3  TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang   :     a.    bahwa     dalam      rangka     penyelenggaraan      informasi
geospasial   di   Kabupaten   Kubu   Raya  telah  ditetapkan
Peraturan   Bupati   Kubu   Raya   Nomor   2   Tahun   2021
tentang Penyelenggaraan lnformasi Geospasial Daerah;

b.    bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan  lnfomasi  Geospasial  Daerah,
belum  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45
Tahun      2021      tentang      Penyelenggaraan      lnformasi
Geospasial, sehingga perlu diganti;

c.    berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah;

Mengingat      :      1.    Pasal  18 ayat (6)  Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.    Undang-Undang     Nomor     35     Tahun     2007     tentang
Pembentukan     Kabupaten     Kubu     Raya    di     Provinsi
Kalimantan  Barat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2007   Nomor   101,  Tambahan  Ijembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);

3.    Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang
Keterbukaan     Informasi     Publik     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

4.    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011  tentang Informasi
Geospasial  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun
2011  Nomor  49,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5214);

5.    Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2014
Nomor     7,     Tambahan     Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Nomor 5495);

6.    Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (1€mbaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik   Indonesia  Nomor   5587)   sebagaimana
telah   diubah   beberapa   kali  terakhir   dengan   Undang-
Undang Nomor 9 Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua



atas   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.    Undang-Undang  Nomor   11   Tahun  2020   tentang  Cipta
Kerja (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2020
Nomor    245,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6573);

8.    Peraturan   Pemerintah   Nomor  45   Tahun   2021   tentang
Penyelenggaraan lnformasi Geospasial (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021   Nomor  55,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

9.    Peraturan   Presiden   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Jaringan    Informasi    Geospasial    Nasional    (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

10.  Peraturan    Presiden    Nomor    9    Tahun    2016    tentang
Percepatan    Pelaksanaan    Kebijakan    Satu    Peta    pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala  1 :50.000  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun  2016  Nomor 28)  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor
9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu  Peta  pada  Tingkat  Ketelitian    Peta  Skala  1:50.000
(Irembaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2021
Nomor 92) ;

11.  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan   Berbasis   Elektronik   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  182);

12.  Peraturan  Presiden  Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Satu
Data  Indonesia   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor  112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :    PERATURAN       BUPATI       TENTANG       PENYELENGGARAAN
INF`ORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.    Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.    Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3.    Bupati adalah Bupa.ti Kubu Raya.
4.    Satuan  Kelja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan  Kelja  Perangkat  Daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Kubu Raya.

5.    Data adalah  catatan  atas  kumpulan  fakta  atau  deskripsi  berupa  angka,
karakter,  simbol,  gambar,  peta,  tanda,  isyarat,  tulisan,  suara,  dan/atau



bunyi,  yang  merepresentasikan  keadaan  sebenarnya  atau  menunjukkan
suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
Spasial   adalah   aspek   keruangan   suatu   objek   atau   kejadian   yang
mencakup lokasi, letak dan posisinya.
Geospasial    atau    ruang    kebumian    adalah    aspek    keruangan    yang
menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di
bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem
koordinat tertentu.

8.    Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi
geografis,   dimensi   atau   ukuran,   dan/atau   karakteristik   objek   alam
dan/atau  buatan  manusia  yang  berada  di  bawah,  pada,  atau  di  atas
permukaan bumi.

9.    Informa.si Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah
diolah  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  alat  bantu  dalaln  perumusan
kebijakan,  pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian.

10.  Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11.  Sistem Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat SIC adalah sistem

yang berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan,
memanggil kembali, menganalisa dan menampilkan data spasial.

12.  Penyelenggaraan   IG   adalah   pembuatan   IG   yang   dilakukan   melalui
kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan
IG,  pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan
IG.

13.  Informasi  Geospasial  Dasar  yang  selanjutnya  disingkat  IGD  adalah  IG
yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur
dari  kenampakan  fisik  di  muka  bumi  dan  yang  tidak  berubah  dalam
waktu yang relatif lama.

14.  Informasi  Geospasial  Tematik  yang  selanjutnya  disingkat  IGT  adalah  IG
yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu
pada IGD.

15.  Peta  adalah  suatu  gambaran  dari  unsur-unsur  alam  dan/atau  buatan
manusia,  yang  berada  di  atas  atau  di  bawah  permukaan  bumi  yang
digambarkan   pada   suatu   bidang   datar   dengan   skala   tertentu   yang
berbentuk digital maupun cetak.

16.  Peta   cetak   adalah   peta   yang   digambarka.n   dalam   bentuk   lembaran
dan/atau buku atlas.

17.  Peta  Digital  adalah  representasi  setiap  objek  pada  peta  sebagai  sebuah
atau  sekumpulan  koordinat  fenomena  geografis  yang  disimpan  untuk
ditampilkan dan dianalisis oleh sistem komputer.

18.  Peta   lnteraktif   adalah    peta   yang   memungkinkan    pengguna   untuk
mengakses data-data spasial melalui teknologi infomasi.

19.  Peta Multimedia adalah sarana atau media melalui penggunaan komputer
dalam  menggabungkan  dan  menyajikan  data-data  spasial  dengan  alat
bantu  dan  koneksi  sehingga  pengguna  dapat  bemavigasi,  berinteraksi,
berkarya dan berkomunikasi.

20.  Model tiga dimensi  adalah model penyajian DG dan IG yang tampilannya
dapat  diamati  dari  arah  pandang  mama  saja  dan  mempunyai  dimensi
pan].ang,1ebar dan tinggi/ tebal.

21.  Simpul  Jaringan  Informasi  Geospasial  Daerah  yang  selanjutnya  disebut
Simpul    JIGD     adalah     lembaga    yang    bertanggung    jawab     dalam
penyelenggal`aan ,         pengumpu lan ,         pemeliharaan ,         pemu talchiran ,
penggunaan,    dan    penyebarluasan    data    geospasial    dan    informasi
geospasial   tertentu   yang   merupakan   bagian   dari   Jaringan   Informasi
Geospasial Nasional.

22.  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS  adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN



secara tetap oleh pejabat pembina kepegawalan untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

23.  Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanj.utnya disingkat CPNS adalah Calon
PNS.

24.  Pegawai  Pemerintah  dengan  Peljanjian  Kelja  yang  selanjutnya  disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu , yang
diangkat berdasarkan perjanjian kelja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

25.  Perangkat   Lunak   adalah   kode   pemrograman   yang   digunakan   untuk
menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat kera.s.

26.  Perangkat  Keras  adalah  bagian  dari  sistem  komputer  sebagai  perangkat
yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan
instruksi dari perangkat lunak.

27.  Unit    produksi     adalah     unit    ker}'a    yang    melaksanakan     kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.

28.  Unit kliring adalah  unit yang melaksanakan kegiatan verifikasi,  integrasi,
kompilasi dan supervisi DG dan IG.

29.  Tenaga   Operator   SIG   adalah   unit  kelja  yang  melaksanakan   koreksi,
validasi, konfirmasi, pemutakhiran dan pelaporan DG dan IG.

30.  Unit     Pengelolaan     dan     Penyebarluasan     adalah     unit     kelja     yang
melaksanakan pengelolaan, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG.

31.  Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB  a.dalah unit
kelembagaan   yang   memiliki   tugas   pokok   dan   fungsi   mengkoordinasi
penyelenggaraan IG Daerah.

32.  Pengguna  Data  adalah  instansi  pusat,   instansi  daerah,  perseorangan,
kelompok  orang  atau  badan  hukum yang  langsung atau  tidak  langsung
mendapatkan manfaat dari simpul JIGD.

33.  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  dibantu  perangkat  Desa  sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

34.  Tenaga  Penggerak  Data dan  Informasi  Geospasial  Desa yang  selanjutnya
disingkat  TPDIGD  adalah  unit  kerja  yang  melaksanakan  pengumpulan,
konfirmasi, verifikasi, pemutakhiran, dan pelaporan data di desa.

35.  Forum   Data   adalah   wadah   komunikasi   bersama   antar   pemangku
kepentingan di tingkat Kabupaten untuk penyelenggaraan IG.

36.  Struktur  Data  adalah  susunan  informasi  yang  menjelaskan  isi  sebuah
layer  atau  entitas  DG  dan  IG  dengan  menga.cu  kepada  Katalog  Unsur
Geografi Indonesia.

37.  Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan
IG.

38.  Infrastruktur   adalah   proses   perpaduan   teknologi,   kebijakan,   standar,
sumberdaya,  dan aktivitas yang diperlukan  lainnya untuk mendapatkan,
mengolah,  mendistribusi,  menggunakan,  mengelola  serta  menjaga  data
spasial.

39.  Infrastruktur   Informasi   Geospasial   Nasional  yang   selanjutnya   disebut
lnfrastruktur  IGN  adalah  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  untuk
memperlancar penyelenggaraan IG dalam lingkup nasional.

40.  F`orlnat  Raster  adalah   data  yang  menampilkan   dan  menyimpan   data
spasial    dengan    menggunakan    struktur    matriks    atau    pixel    yang
membentuk grid.

41.  Format  Vektor  adalah  data yang  diperoleh  dalam  bentuk  koordinat titik
yang menampilkan,  menempatkan,  dan  menyimpan  data  spasial  dengan
menggunakan titik, garis atau area (poligon).

42.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
APBD   adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



43.  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen   yang   memuat   pendapatan   dan   belanja   setiap   SKPD   yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

44.  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  RKA  adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana  belanja  program  dan  kegiatan  SKPD  serta  rencana  pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

45.  Surat Perintah  Pencairan  Dana yang  selanjutnya disingkat  SP2D  adalah
surat  yang   dipergunakan   untuk   mencairkan   dana   lewat   bank  yang
ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar diterima oleh Kuasa Bendahara
Umum Daerah.

BAB  11
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

( 1)   Penyelenggaraan IG Daerah berasaskan:
a.     kepastian hukum;
b.     keterpaduan;
c.     keakuratan;
d.     kemanfaatan;
e.     kemutakhiran; dan
f.      keterbukaan.

(2)   Asas  kepastian  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,
bahwa  penyelenggaraan  IG  Daerah  berlandaskan  hukum  dan  peraturan
perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi
para pemangku kepentingan.

(3)   Asas  keterpaduan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b,  bahwa
penyelenggaraan    IG    Daerah    dilakukan    bersama    oleh    Pemerintah,
Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Daerah,  Lembaga/Institusi  Pendidikan,
Mitra  Pembangunan  Pemerintah  dan  Swasta  serta  setiap  orang,  yang
harus sating mengisi dan sating memperkuat dalam memenuhi kebutuhan
IG Daerah, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan
IG Daerah secara bersama.

(4)   Asas  keakuratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c,  bahwa
penyelenggaraan IG Daerah yang dikelola teljamin validitasnya, teliti, tepat,
benar    dan    berkualitas    sesuai   dengan    kebutuhan    sehingga   dapat
dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan oleh banyak pihak.

(5)   Asas  kemanfaatan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  huruf d,  bahwa
penyelenggaraan   IG   Daerah   harus   dapat   memberikan   manfaat  yang
sebesar-besarnya bagi masyarakat.

(6)   Asas kemutakhiran  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  huruf e,  bahwa
penyelenggaraan IG Daerah yang disajikan dan/ atau tersedia harus dapat
menggambarkan  fenomena  dan/atau  perubahannya  menurut  keadaan
yang terbaru.

(7)   Asas  keterbukaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf f,  bahwa
penyelenggaraan IG  Daerah yang dapat dipergunakan oleh banyak pihak
dengan   memberikan   akses   yang   mudah   kepada   pihak   peman8ku
kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan IG Daerah.



Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan
tata kelola IG Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
dan pengendalian pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a.    memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan di Daerah dalam

penyelenggaraan IG Daerah melalui keria sama,  koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi  untuk mendukung perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi dan
pengendalian pembangunan;

b.    mewujudka.n ketersediaan IG Daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi,
lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan dibagipakaikan,
ditunjang  analisis  data  yang  mendalam,  tajam  dan  komprehensif  serta
berkelanjutan; dan

c.    mendorong  keterbukaan  dan  transparansi  data  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan  dan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sehingga  tercipta
perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan IG Daerah meliputi:
a.    tersedianya IG Daerah;
b.    terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan IG Daerah yang berasal dari

berbagal sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
c.    tersedianya  sarana  pengumpul,   berbagi  pakai  dan  penyebarluasan  IG

Daerah   antara   Pemerintah,   Pemerintah   Provinsi,   Pemerintah   Daerah,
1embaga/institusi    pendidikan,    mitra    pembangunan    pemerintah    dan
swasta serta masyarakat; dan

d.    terwujudnya   pemanfaatan   IG   Daerah   guna   menunjang   pelaksanaan
pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB  Ill
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Pasal 6

(1)   Bupati menetapkan simpul JIGD sebagai penyelenggara IG Daerah.
(2)   Simpul  JIGD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tugas simpul JIGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) meliputi:
a..    meyelenggarakan IG Daerah melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan,

pengolahan,   verifika.si   dan   integrasi,   penyimpanan   dan   pengamanan,
pengelolaan  dan  penyebarluasan  serta  penggunaan  IG  Daerah  dengan
meta.datanya;

b.    melakukan    pengelolaan    dan    penyebarluasan    IG     Daerah     melalui
infrastruktur   ION   sesuai   dengan   standar   operasional   prosedur   dan
pedoman teknis penyebarluasan IG; dan



C. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG
Daerah.

Pasal 8

( 1)   Struktur simpul JIGD meliputi:
a.     Pengarah;
b.     Ketua;
c.     WakilKetua;
d.     Unit produksi;
e.      UnitKliring;
f.     Tenaga operator SIG; dan
9.     Unit pengelola dan penyebarluasan.

(2)   Pengarah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati
dan Wakil Bupati.

(3)   Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dijabat oleh Sekretaris
Daerah.

(4)   Wakil  Ketua  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c  dijabat  oleh
Kepala  SKPD  yang  mempunyal  tuga.s  pokok,  fungsi,  dan  kewenangan
menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

(1)   Unit  Produksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf d  terdiri  dari
Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Da.erah,  lembaga/institusi
pendidikan,  mitra pembangunan  Pemerintah,  sektor  swasta,  masyarakat
dan Pemerintah Desa yang memiliki dan/atau menghasilkan IG Daerah.

(2)   Unit  Produksi  di  tingkat  Daerah  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dijabat oleh masing-masing Kepala SKPD.

(3)   Untuk  melaksanakan tugas mengelola IG  Daerah,  Unit  Produksi  tingkat
Daerah dibantu oleh Tenaga Operator Data dan IG SKPD.

(4)   Tenaga Operator Data dan IG SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didapat melalui pengadaan CPNS dan/atau PPPK.

(5)   Unit Produksi pada tingkat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Unit Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) huruf e dilaksanakan
oleh    SKPD    yang    membidangi    urusan     perencanaan,     penelitian    dan
pengembangan.

Pasal  1 1

( 1)   Tenaga Operator SIG sebagainana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf f
merupakan pembantu Unit Kliring yang terdiri dari:
a.Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD); dan
b.Tenaga Operator Data dan IG Daerah.

(2)   Tenaga Penggerak Data dan IG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf a dibentuk melalui penilaian kompetensi sumber daya manusia oleh
Sekretariat Simpul JIGD yang diusulkan oleh  Pemerintah Desa dan/atau
penetapan oleh Sekretariat Simpul JIGD.

(3)   Tenaga Operator Data dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada. ayat (1)
huruf b didapat melalui pengadaan CPNS dan/atau PPPK.



(4)   Tenaga Operator Data dan IG SKPD serta Tenaga Operator IG Daerah dapat
dibentuk melalui penunjukan terhadap usulan sumber daya manusia oleh
masing-masing SKPD dan/atau penetapan oleh Sekretariat Simpul JIGD.

(5)   Penetapan oleh Sekretariat Simpul JIGD sebagaimana dimaksud pada. ayat
(4)   dilaksanakan   setelah   proses   penilalan   kompetensi   sumber   daya
manusia.

(6)   Tenaga  Operator  Data  dan  IG  SKPD  serta Tenaga  Operator  Data  dan  IG
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga non PNS
yang diangkat berdasarkan perjanjian keria untuk jan8ka waktu tertentu.

(7)   Tenaga  Operator  Data  dan  IG  SKPD  serta Tenaga  Operator  Data  dan  IG
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhak memperoleh gaji dan
tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi.

(8)   Petunjuk   pelaksanaan   penilalan   kompetensi   sumber   daya   manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dalani Peraturan
Ketua Simpul JIGD.

(9)   Tata cara kerja, pelaporan dan evaluasi kelja Tenaga Operator Data dan IG
SKPD  serta  Tenaga  Operator  SIC  ditetapkan  dengan  Peraturan  Ketua
Simpul JIGD.

Pasal  12

Unit Pengelola dan Penyebarluasan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf g dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal  13

(1)   Dalam melaksanakan tugas, Ketua simpul JIGD dibantu oleh Sekretariat.
(2)   Sekretariat sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  dilaksanakan oleh  unit

kelja pada SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi,  dan kewenangan
menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

(3)   Sekretariat   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   ditetapkan   dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 14

(I)   Proses penilaian  kompetensi Tenaga  Operator  Data dan  IG  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (3)  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan,
kompetensi teknis dan ketersediaan anggaran oleh Sekretariat simpul JIGD.

(2)   Prosedur penilalan kompetensi Tenaga Operator Data dan IG sebagaimana
dimaksud  pada ayat  (1)  sebagaimana  tercantum  dalam  I,ampiran  I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Prosedur

Pasal 15

( 1)   Prosedur penyelenggaran IG Daerah meliputi:
a.    prosedur pembangunan infrastruktur IG; dan
b.     prosedur penyiapan DG dan IG Daerah.



(2)   Prosedur  pembangunan  infrastruktur  IG  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
a.    penetapan peraturan dan kebijakan;
b.     pembentukan kelembagaan;
c.     penguatan kapasitas sumber daya manusia;
d.     penerapan standar DG; dan
e.     pengembangan infrastruktur dan teknologi.

(3)   Prosedur penyiapan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
a.    perencanaan DG;
b.    pengumpulan DG;
c.     pengolahan DG dan IG Daerah;
d.    veririkasi dan integrasi DG dan IG Daerah dengan data pembangunan

lain;
e.    penyimpanan dan pengamanan DG dan lG Daerah;
f.     penyebarluasan IG Daerah; dan
9.    penggunaan IG Daerah.

(4)   Penyelenggaraan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi
SIG yang terkoneksi di tingkat:
a.     nasional; dan
b.     daerah.

(5)   Penyelenggaraan  IG  Daerah  dilaksanakan  oleh  simpul  jaringan  melalui
sarana JIGD berbasis elektronik.

(6)   Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran
11   dan   Lampiran   Ill   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah

Pasal  16

( 1)   Pembangunan infrastruktur IG  Daerah melalui penetapan peraturan  dan
kebijakan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   15   ayat   (2)   huruf  a
dituangkan  dalam  Rencana  Peta  Kerja  Pembangunan  Infrastruktur  IG
Daerah.

(2)   Rencana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disusun  oleh  Pemerintah
Daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan
Rencana Induk penyelenggaraan infrastruktur IG Nasional.

(3)   Rencana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  selama  5  (lima)
tahun  dan  dapat  dilakukan  peninjauan  kembali  paling  sedikit  setiap  2
(dua) tahun sekali.

Pasal  17

Pembangunan  infrastruktur  IG  Daerah  melalui  pembentukan  kelembagaan
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  15 ayat (2)  huruf b dilakukan oleh unit
kerja     yang     memiliki     tugas     pokok     dan     fungsi     mengoordinasikan
penyelenggaraan IG Daerah.

Pasal  18

(1)   Pembangunan   infrastruktur   IG   Daerah   melalui   penguatan   kapasitas
sumber  daya  manusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2)
huruf c dilakukan melalui pendidikan, pelatihan formal dan/ atau inforrnal
serta penelitian.



(2)   Pemerintah   Daerah   memfasilitasi   pendidikan,   pelatihan   sumber   daya
manusia dan penelitian dalam penyelenggaraan IG Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(3)   Pemerintah   Daerah   memfasilitasi   pengadaan  jabatan   fungsional   bagi
Aparatur Sipil Negara pengelola DG dan IG Daerah.

Pasal  19

(1)   Pembangunan  infrastruktur  IG  Daerah  melalui  penerapan  Standar  DG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  15 ayat (2) huruf d harus memenuhi
Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis.

(2)   Spesifikasi  teknis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh
pimpinan lnstansi Pemerintah.

(3)   Penerapan standar DG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
a.     struktur data; dari
b.     metadata.

(4)   Struktur   data   dan   metadata   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1)   Pembangunan      infrastruktur     IG      Daerah      melalui     pengembangan
infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf e berupa pengembangan fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak
dan sistem jaringan.

(2)   Pengembangan  fasilitas,  perangkat  keras,   perangkat  lunak  dan  sistem
jaringan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengacu  pada  Rencana
Peta   Kerja   Pembangunan   Infrastruktur   IG   Daerah   yang   disesuaikan
dengan kebutuhan, kebijakan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta ketersediaan a.nggaran Daerah.

Bagian Ketiga
Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 2 1

Penyiapan  DG  dan  IG  Daerah  melalui  tahapan  kegiatan  perencanaan  DG
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   15   ayat   (3)   huruf  a,   dilaksanakan
mengacu  pada penyelenggaraan  sebagaimana diatur dalam pengelolaan  Satu
Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 22

(1)   Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan pengumpulan DG
sebagaimana. dimaksud  dalaln  Pasal  15  ayat  (3)  huruf b dilakukan pada
seluruh  ruang  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan  yang  merupakan  proses  atau  cara  untuk  mendapatkan  DG
yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(2)   Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat tematik.
(3)   Pengumpulan  DG  bersifat  tematik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)

meliputi:
a. data sektoral; dan
b. data pelaksanaan pembangunan.

(4)   Data  sektoral  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf a  merupakan
DG tematik yang menjadi urusan dan kewenangan masing-masing SKPD.



(5)   Data  pelaksanaan  pembangunan  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (3)
huruf b  merupakan  data pelaksanaan  program  dan/atau  kegiatan  pada
masing-masing   SKPD   yang   bersumber   dari   APBD   setiap   tahunnya
sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD.

(6)   Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai
dasar    penerbitan    SP2D    dalam    proses    penatausahaan    keuangan
pelaksanaan pembangunan sektoral pada masing-masing SKPD.

(7)   Prosedur    pengumpulan    DG    sebagaimana    dimaksud    pada   ayat    (6)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Pera.turan Bupati ini.

Pasal 23

(1)   Pengumpulan   DG   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   22    ayat   (1)
dilaksanakan oleh administrator pada setiap Unit Produksi.

(2)  Unit    Produksi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    melakukan
pengumpulan DG sesuai dengan:
a.     standar data;
b.    daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Data; dan
c.    jadwal pemutakhiran data dan/atau rilis data.

(3)   Pengumpulan DG dilakukan dengan:
a.     pencatatan;
b.    survei dengan menggunakan instrumen ukur dan/atau rekam;
c.     pencacahan; dan/ata.u
d.    cara   lain   sesuai   dengan   perkembangan   ilmu   pengetahuan   dan

teknologi.
(4)   Pengumpulan DG dapat dilakukan dengan keria. sama antar penyelenggara

IG yang dilakukan secara efektif dan efisien.
(5)   Materi  keria  sama  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  harus mengacu

pada katalog IG Nasional.
(6)   Dalam hal materi kerja sama telah tercantum di dalam katalog IG Nasional,

kelja sama pengumpulan  DG hanya dapat dilakukan untuk kepentingan
pemutakhiran IG Daerah.

(7)   Data  yang  telah  dikumpulkan  oleh  Unit  Produksi  disampaikan  kepada
Ketua melalui Sekretariat simpul JIGD untuk dibahas dalam Forum Data.

(8)   Penyalnpaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai:
a. data yang telah dikumpulkan;
b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
c. metadata yang melekat pada data tersebut.

(9)   Penyampaian  data  oleh  Unit  Produksi  dilakukan  melalui  aplikasi  yang
telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

(1)   Penyiapan  DG  dan  IG  Daerah  melalui  tahapan  kegiatan  pengolahan  DG
dan  IG  Daerah  sebagaimana.  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  huruf c
merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG Daerah.

(2)   Pengolahan DG dan IG Daerah dilaksanakan oleh Unit Produksi.
(3)   Pengolahan  DG  dan  IG  Daerah  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (2)

meliputi   pemprosesan   DG,   pemutakhiran   DG   dan   IG   Daerah   serta
penyajian DG dan IG Daerah.

(4)   Pengolahan DG dan IG Daerah dilakukan dengan menggunakan perangkat
lunak yang berlisensi dan/atau bersifat bebas dan terbuka.

(5)   Unit  Produksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib  mengolah  DG
dan IG Daerah yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel.

(6)   Pengolahan DG dan IG Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(7)   Bupati memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak melakukan
pemutakhiran DG dan IG Daerah secara berkala.

Pasal 25

(1)   Penyajian DG dan IG Daerah sebagainaria dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(3) dilakukan dalam bentuk:
a.    diagram dan/atau grafik;
b.    tabel informasi berkoordinat;
c.    peta cetak dalam bentuk lembaran maupun buku atlas;
d.    peta digital;
e.    peta   interaktif,   termasuk   yang   dapat   diakses   melalui   teknologi

informasi dan komunikasi;
f.     peta multimedia; dan/atau
9.     model tiga dimensi.

(2)   Penyajian  DG  dan  IG  Daerah  dalam  bentuk  peta  cetak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib menggunakan skala yang ditentukan
berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG.

(3)   Penyajian DG dan IG Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan
undangan.

sesuai  dengan  standar  dan  ketentuan  peraturan  perundang-

Pasal 26

(1)   Penyiapan  DG  dan  IG  Daerah  melalui  tahapan  kegiatan  verifikasi  dan
integrasi DG dan lG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
huruf d  dilakukan  untuk menjamin  DG dan  IG  Daerah  telah  memenuhi
standar serta koreksi, konfirmasi dan pemutakhiran DG dan IG terhadap
data lain, yaitu dapat berupa jenis data statistik dan/atau tabular lainnya.

(2)   Data  dan  informasi  yang  dihasilkan  oleh  Unit  Produksi  diverifikasi  dan
diintegrasikan sesuai dengan prinsip DG.

(3)   Verifikasi  dan integrasi  DG  dan  IG  Daerah  sebagaimana dimaksud  pada
ayat  (2)  dilaksanakan  oleh  Unit Kliring melalui  Forum  Data dibantu  oleh
Tenaga Operator SIC.

(4)   Verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah oleh Unit Kliring dilaksanakan
secara berkala dan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

(5)   Dalam  hal  data  yang  disampaikan  Unit  Produksi  belum  sesuai  dengan
prinsip   DG,   Unit   Kliring   mengembalikan   data   tersebut   kepada   Unit
Produksi.

(6)   Unit   Produksi   memperbaiki   data   sesuai   hasil   verifikasi   sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) .

(7)   Tata cara verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua simpul JIGD.

(8)   Verifikasi   dan   Integrasi   DG   dan   IG   dengan   data  pembangunan   lain
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9)   Bupati memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak menyerahkan
DG dan IG Daerah secara berkala kepada Unit Kliring.

Pasal 27

(1)   Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan penyimpanan dan
pengamana.n  DG  dan  IG  Daerah  sebagalmana dimaksud dalam  Pasal  15
ayat (3)  huruf e merupakan cara menempatkan DG dan IG Daerah pada
tempat   yang   amen   dan   tidak   rusak   atau   hilang   untuk   menjamin
ketersediaan DG dan IG Daerah.



(2)   Penyimpanan  dan  pengamanan  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Penyebarluasan.

(3)   Penyimpanan  dan  pengamanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilakukan sesuai dengan standar prosedur penyimpanan dan mekanisme
penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG Daerah.

(4)   Penyimpanan  dan  pengamanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak.

Pasal 28

(1)   Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan penyebarluasan IG
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f merupakan
kegiatan pemberian akses,  pendistribusian dan berbagi pakal DG dan IG
Daerah melalui simpul JIGD.

(2)   Penyebarluasan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan
secara internal dan ekstemal yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan
Penyebarluasan melalui Geoportal maupun media lainnya sesual  dengan
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   dan   perkembangan   ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(3)   Penyebarluasan IG Daerah terdiri atas:
a.     IGD;dan
b.      IGT.

(4)   IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam:
a.     IG yang dipublikasikan; dan
b.    IG yang bersifat rahasia dan/atau akses terbatas.

(5)   IG  Daerah  yang  bersifat  rahasia  dan/atau  akses  terbatas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b,  merupakan informasi yang dikecualikan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)   Unit Produksi dapat mengajukan perlnohonan pembatasan akses DG dan
IG kepada Unit Pengelola dan Penyebarluasan melalui Forum Data terhadap
IG yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(7)   Penyebarluasan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada. ayat ( 1) dilakukan
dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk SIC.

Pa-sal 29

(1)   Penyebarluasan IG Daerah secara internal sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal   28   ayat   (2)   dilaksanakan   untuk  kepentingan   SKPD   di  tingkat
Pemerintah Daerah dan/atau lnstansi Pemerintah.

(2)   Instansi  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  dalam  mengakses  DG
dan IG dalam Geoportal tidak dikenakan biaya.

(3)   Instansi  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  dalam mengakses  DG
dan  IG  dalam  Geoportal  tidak  memerlukan  dokumen  yang  berupa  nota
kesepahaman, peljanjian kelja sama, surat pemyataan dan/atau dokumen
yang mengikat lainnya.

Pasal 30

( 1)   Penyebarluasan IG Daerah secara ekstemal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat/ komunitas,
media massa, pertahanan dan keamanan, bisnis, akademis dan penelitian.

(2)   Penyebarluasan IG Daerah secara ekstemal hanya IG Daerah yang bersifat
tematik dengan fomat data sebagai berikut:
a.    untuk masyarakat/komunitas, bisnis dan media massa adalah fomiat

raster; atau
b.    untuk  pertahanan  dan  keamanan,  akademik  dan  penelitian  dapat

diperoleh dalam format raster atau format vektor.



(3)   Penyebarluasan  IG  Daerah  dalam  format vektor  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2) huruf b harus menggunakan peljanjian lisensi antara simpul
JIGD dengan pengguna IG Daerah.

Pasal 3 1

Penyebarluasan  IG  Daerah  dalam  mendukung  aktivitas  berbagi  pakai  data
dapat  melalui  jaringan  internet  infrastruktur  IG  Daerah  dan/atau  tanpa
jaringan internet.

Pasal 32

Bupati memberikan teguran kepada Unit Produksi yang menyebarluaskan DG
dan IG Daerah tanpa persetujuan Unit Pengelola dan Penyebarluasan.

Pasal 33

Biaya  yang   ditimbulkan   sehubungan   dengan   pengadaan   dan   pengiriman
penyebarluasan IG dibebankan kepada pengguna.

Pasal 34

(1)   Penyiapan  DG  dan  IG  Daerah  melalui  tahapan  kegiatan  penggunaan  IG
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g merupakan
kegiatan untuk memperoleh manfaat balk secara langsung maupun tidak
langsung terhadap IG Daerah.

(2)   Penggunaan  IG  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan
melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(3)   IG   Daerah   digunakan   sebagai   dasar   penyusunan   perencana.an   dan
terintegrasi  dalam pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan
Rencaria  Kelja  Perangkat  Daerah  setiap  tahunnya  oleh  masing-masing
SKPD.

(4)   Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)   Prosedur  penggunaan  IG  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
sebagaimana tercantum dalam ljampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
FORUM DATA

Pasal 35

( 1)   Simpul JIGD menyelenggarakan Forum Data dalam bentuk:
a.    identifikasi kebutuhan DG dan IG;
b.    menyepakati substansi DG dan IG;
c.    mengesahkan hasil verifikasi DG dan IG yang dihasilkan unit produksi

sebelum disebarluaskan;
d.    menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
e.    membangun  koordina.si  penyediaan  data  antara  Pemerintah  dengan

Pemerintah  Daerah,  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  Pemerintah
Kabupaten dan/ atau Kota lainnya, swasta dan masyarakat;

f.     mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikelola oleh
setiap sektor;



9.    meningkatkan komitmen unit FToduksi dalam menyediakan DG dan IG
yang berkualitas, efektif dan efisien; dan

h.    mendorong pemanfaatan  DG  dan  IG  untuk  kebutuhan  perencanaan
pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik.

(2)   Forum  Data  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  difasilitasi  oleh  Unit
Kliring,

(3)   Keanggotaan  Forum  Data  tel.diri  atas  Ketua,  Unit  Produksi,  Unit  Kliring
maupun pihak lain yang terkait.

(4)   Pihak  lain  yang  terkait  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  meliputi
lnstansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, mitra pembangunan pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat.

(5)   Forum  Data  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  paling
sedikit 1  (satu) kali dalam  1 (satu) tahun.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 36

( 1)   Pemerintah Daerah dapat melakukan kelja sama dengan pihak lain, baik
dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan IG Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Kelja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam bentuk
kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak
lain.

(3)   Studi  komparatif  dan/atau  pelaksanaan  kaji  terap  penyelenggaraan  IG
Daerah bisa dilaksanakan apabila sudan terdapat nota kesepahamari antar
Pemerintah Daerah dengan pihak terkait.

(4)   Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT,  PERGURUAN TINGGI, BADAN USAHA DAN

LEMBAGA NON PEMERINTAH

Pasal 37

(1)   Masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga non pemerintah
dapat berperan dalam penyelenggaraan IG Daerah.

(2)   Peran   masyarakat,   perguruan   tinggi,   badan   usaha  dan   lembaga  non
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dalam bentuk
pemberian  data  dan/atau  informasi  pembangunan,  pengembangan  dan
penelitian,  koreksi,  pemberian  usulan  pertimbangan  dan  saran  kepada
Pemerintah Daerah dalaln penyelenggaraan IG Daerah serta pengembangan
sumber   daya   manusia,    pengembangan   teknologi   maupun   bantuan
pendanaan.



BAB VIII
PEMBINEN

Pasal 38

( 1)   Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalaln rangka penyelenggaraan
IG Daerah.

(2)   Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui:
a.    pendampingan pembangunan dan operasionalisasi simpul JIGD;
b.    pengintegrasian dan pengkoneksian simpul JIGD; dari
c.    pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesratu
Insentif

Pasal 39

( 1)   Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perangkat daerah,
badan    usaha,    perguruan    tinggi,    perorangan,    kelompok    dan/atau
masyarakat    serta    mitra    pembangunan    pemerintah    Daerah    yang
menyelenggarakan    IG    Daerah    dengan    baik   dan/atau    memberikan
kontribusi terhadap penyelenggaraan IG Daerah.

(2)   Bentuk   insentif  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat   berupa
penghargaan.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 40

(1)   Pemerintah   Daerah   dapat   memberikan   disinsentif   kepada   perangkat
daerah, badan usaha,  perorangan, kelompok dan/atau masyarakat serta
mitra pembangunan pemerintah Daerah yang tidak mematuhi/tidak selaras
dengan Peraturan Bupati ini dalam penyelenggaraan IG Daerah.

(2)   Bentuk  disinsentif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa
te8uran.

BABX
PEMBIAYRAN

Pasal 4 1

Pembiayaan   yang   diperlukan   dalam   ran8ka   penyelenggaraan   IG   Daerah
dibebankan pada:
a.    APBD;dan
b.    sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pacal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya
Nomor  2  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  lnformasi  Geospasial  Daerah
(Berita  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  2021  Nomor  2),  dicabut  dan
dinyatakan tidak berlaku.

YUS



1->\-

Ei

5ti
§ ai!: i

!i`,6 i Ea)a. ®
C2.

= '=cdJ=- `EJ=I
= JJiI
€in B

!JS*S.f=0£
a3

!!f!g:i
jI:g#i

01

'd!i.£aC:acO8!f
8!0a

iu

aai=.iOQ

Om

COi

i#ia             S¥I''''J=

!££

aZ - CN



_=`-
ai=iCa

- i a

i.E

-Sa

!f:¥# iifii!

di!.ia)Q1

i
'5 'E

E-
-EJ=®

J= J=- D`

8ia£ ai!i

!Lgi!i #fi!i iifi!i
CL 01 Eal Eo1

'aISa)E£]EcO%f

cCce®a

11

iCJ

aaiI.i00

Em •mo
d c8_ EJ£ 5t'#

g!
•£8

S£i 'Eg
Ela. a!aE&EaEa

E1 a.a_#a
Oa5 a3

E£
GO'8£

E

ii ii
`E:i5£

'5

: + +
Sg

cd

#
a

!ii

'Eii
c:%

Eta !&
EE ==
®® ®a)

±S2a+Q| 0101

aZ
CO + 10 ®



----
i

a
i

5

#
I!1

EE
S jE0

ia)Q1
CL. I

=

'iJ=g 'E 'E

J!Eri asJ=
JJI
= ii J==

= > a]a)I-
fr`

'3`

i§OJ
t`

E
I+

i Ia

:::::
ct i a]

Ei !i gi
£ 501 f®I.

-a=£0a,E£a£cO8!a I)5f!aia I I
aaii.iGO

OEE IL

.a

ij!                  ii              fg5J3I11'1J2

C'ai®:I€!:± •ii-E:Lta)!£..

a E€

IiiIOD
aZ - CN Ce



----\
E

tia
Edi

!!
E0
CL

ii
5E=Eq E>
T+

!#:I0£

j!fi!?

+'a
a,a i:
a) ®+ +a)a

a
*a'aIF] Oe

+a
=

Ea, -£E

i-00

a-af Ililllll

a)g

ii          iE€
J3Q                          GO          JJ

ii   l#j
a?a

cO!!ijI

'5
'iJ
±a

I  J*  Co   a!

a -a

EI

i
Eii

i:

E.5 g'g
S *E®Q1

E=

E

'EJ= -i;J=

=iica i8B ia aia
CV cO

I a.-

iiii
a Eg

Ea I#I
'EZ!C:g®Q1E£5EfcO0cO:

5fiia

aaii.FCO

ilD\i

a)

I.

ii'ii iai¢!tI

*cL=0
` cta]'5 'a#

£`iJ

!! a!

Jj®€

L®a
== 8`

E€ #

iii

aSa

f# if
aa tt |e



----
E

:i
!fi!? #gI ijii:

i a5Er-
E.i

i
!E=i

E
€CQ - E

5±:Ea)£ iI!I5

iij!!# !#
01

+'a 3:

I
cO5

if® ::;JJ * E-=.
0fi'aEcO0CO:

i:±CO •E]D

#
: I Iill

j!

i¥£Eir¥fi'E
g '50

SC]£a] J±H
aL ®E5

£ t
E[iEEi€F`dI

9aJ c:g IJ3
Q| a'cta

iia

SQ
aj

#C:£i= j%ii
a a)

a i5CJii -55      a3

i!!g
<

i:a

i: !!i iiJ2 a-t
aZ

CN Ce tr



I

a i.a iS
E=

i
!EC®

JJ= -=`
=ii ii =:

= a
a:

in DQq]

a

i#igi!

±=
a! LJco€coE®

E<
=

£ m=-
'ZZ!I€a,i£•ir=C:EcO%:

+=aaOD

a

mo

a

fiaaa
>
=

i ?
int j

i .*
:Zt :bl+ L`5: €`d a

111±, La aa#ES

a,&I 8fa#   \
J£

E i
£

:il;£ 10



-i-`-

Ei

-a

-a -a

ifi!!

I j
in in

S- ii fii
JJi ia £

i =¥:
±g!

=i!OJ !fr.i

a
a 'i3

5

!&

i:COE ii=# ==
¥ EiJ3 Ji=Q

£b?® a.i i!8± IE:
® ®
a, al

C)aiI.acO

:gfiiEf

-EE!

EiE.i=Ei

!!
•m? tl

a

SS2 5 :±L a3I cO cd

I cdJ= :aJ=
JJ

E= iJ2 £s'ch
0 a] £±•!D d c¢I a t

a-!i # iEi
£ffi ffg

aa - CN Ce



----
EI=

tia
a]`F

!i!
aa

~Q1 a35® 8
6

ijiCO

E

£ £

E

fB! #! ES
fFIiOJ

i> gEce03

i

jlii:

a 8gaEE£

#i!a

cotii=

aaiIa-GO

i€jEfi

cO'5f

'55#itf.i=E]D

|lEr

!'!
- 11 11

i
€i# E!

'5' E ?
8

9 ii¥
to

&C:®£!

i!#

E+ lllllllllIT,                                             I
cO'E t

= 6 aI a3 a C)

•!

ig!i :i E€j .§i5
5Q aB
ag 00

a.   QI   CO 0101

aZ + |n a P`



E

tii a€i!0=
i!

-*Q. a
6 a

a

-a
E

g]E! ±]]
I= =;
E i€> a:

c6in cvt% cN8 DC)

iE
Ej a

`5 1111-:
a) i.

a 5taa i! E<
Jco4co Ii m=
5

E€£ -             Mi
IIIIIIIT-

a

:i€i
D  aa

cO•E.i

a DE a:i aII

fl
a

a.
0'J¢ Z
i CN

CO t CNa a
AiJ CN-in Z

C:D

:i

!'!
dii

E
€ §

=a] ZiDaa
€EQ.®

cb d J4+
9! a] Z

¥
U:i

iE:

•!D

:i!g !g.ii
£ 00 Ch



= iiiEEiE-

EI=iica

:I

iJ ajct!aI:J]E£

:B£a,ajI

i!Q:

i 5E- aE-

EC:££

!iiiI i#Ef#il

aaiI.aGO

i€j:i+

cOii.i:II

ig:gi
'55J±iefJJC:D

-I

:i Om I
.i i,a

!iiii:p#ii
£=

-ggi

c8'ED

±6E!?
aa - CN



cF-\-
EI

¥:F ig:a 5
ia

a, cOe

:#dI
¥g

i!
cb

±:CE:

JJ£
i+

i
EE- !E

iaJJ C:

E.i
= E E-ai a! '=®

%ca > =EI E

i aa5 aaa

iH-I:!i

a!d'P
df£F

cO
= d= ±
£

a]C) da £f_

C)aL|iaGO

i€!a
cOC:-Ia+'E:D

fi£

EItf.i=c:D I

Ia>

11 +
ri

!!
a

a
iiEF5.i

i::EI

iI
!giacd 0'ch£

iEfi
.i

iE!£%iiiD
:€%a Jj

aa Cr' + LO



-`--
EI=Ein

EI aC]
9 a

ifj!
Q3a

€£
±

•.=f,a
%On£E

±= !E- 5EI !E- E.iE

c: i
aa

CL af§OCOac8
CL a

IEi

cO ct'a€±
E!#C:

£ E

aaL?I.acO

j!8:E€i•:i

cOii•ED

Ei£
LJ

EjEJJi:D I
|E® 11

i!

I

E ££5! ]¥

!#1!

gii!
`cha•iD

iji!iiii:L iifi!i
aZ a P` cO 0\



--
Ei==E

'Za

GO .iE.g C.i i!.I
a3 cdJ= a3J=

9¥

!]i
±i8 t#

a3I
8`E Eij E5

i€ &E iE® a)r+JJ -JJ

£> E.i 3.I gii g=EC-     cJ? - J£ J= - J¢ J3
® ® ® a)J£ J4 CNco CNo,

5a,

:::::

.53a

.i=.i
E j!¥

1#
#8

cO-I J='E
E a)a)£

E 8J£

aaL|i,iCO

iEj•:i
<a

cOIai:j
i

E]
-®vE

fi£
<>

Eitf+i:D

!!

E
€€5Egj €i I) J*

01 I
E#.a

E`a =

£

!!i:i:
jis ±8

ji£5
L,L=

EE?
+C:

'E3

j££
I

fi#ED £&€
aa C)- II CNT+ ®-



RE
B
cO



----
Ei=Ein

cOcCI

i
iE±

aaiI•E.GO

ii£

iatif

cO•Ea.i:Ej

!-
= 11111

I + +

a
+ia,

E:±COi5i@ 5ia§
g i
.d

'Eb fi

th®

i:'i!E.5 ±€
i3i f'g

E

#iji!
a-d] EJ2.9

Q3 c]
a3 cd+ dI,5

t5c8 £i=
c)C) act
co

+J3

aa -I



- -`. -
aaCQ

EE'E

::i::,,

I ?a
-®

¢
I

11

;!iii

aCN01cOai

i!jaI!!

£Tiiii

CN Ce tJ Lr) a



- - ---
aa££ 0a58

S# E#

i
-iE

iiig i?!i#!'5

r- EI 1I I

•E I •:I

aa):®C„g

ia-£aJ=

¢;I# :i
E--

1a! E¥

I!jili

E:

iii8 :i!a
cBacO

E!iE :£:
r` cO a\ C>ri





Eiii=iiE-

Ei=E03

a

i
i#:5£

aaia.iCO

'EZ!•!;f

!!CO

i!:

i! •E;

afEa)

a

I,11
RA01 I_:

+

i jii'Eo
EI

CO

ii
I+i

d
E£±cOa)

95
J==i 01

I jgQ
-iii£ i•9 cdE

a] ¢a! J=I

!i

LI ¥
dJJ
aja a

a.    Ci. a3 JJ

aa - CN



--`-
Ei=iin

:i
£>

EC:££

aai.iCO

•f:i

-!!GO

I

11

ij:E n E,I

il
Iai

r-

.i

8£': E JZ
C: i a3 I

i ii£ •Ei:
# a,Q|

±•!

i¥ iifgID
EE`iE

!i!:
£ cr' tr L® a r`



Ei=E

;i

I-zJ
±a5> \
fg

q <=
a
a:

i£ pC]

ii

aaiiCO

'@

co E,IIRAi
3#

Q|
D

=
01 -         „:

i5#CO I
ij:E

i;
Q:a
=aZ
CV
CV
C)

8J=a

CV

a

:i
E

.::inaZiDa

•i
•!j a) :ii

*•i5

ii! iZt<

EEaE       ii
aZ cO Cn C)H


